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Abstrak 

Ekonomi digital mengubah sumber penciptaan nilai, bentuk transaksi, lokasi kegiatan usaha, 
kepemilikan aset, pola kerja, dan hubungan antara produsen, konsumen, platform, serta negara. Perubahan 
ini menantang sistem perpajakan yang secara historis dibangun di atas kehadiran fisik, dokumen kertas, batas 
yurisdiksi yang relatif jelas, dan model usaha konvensional. Artikel ini membahas reformasi perpajakan 
Indonesia di era ekonomi digital sebagai proses multidimensional yang mencakup pembaruan kebijakan, 
modernisasi administrasi, integrasi data, penguatan kapasitas institusional, penataan pemajakan transaksi 
lintas batas, perlindungan hak wajib pajak, dan pembangunan kepercayaan publik. Pembahasan 
menempatkan Coretax sebagai infrastruktur penting, tetapi menegaskan bahwa reformasi tidak dapat 
direduksi menjadi proyek teknologi informasi. Keberhasilan reformasi bergantung pada keselarasan antara 
desain hukum, kualitas data, tata kelola algoritma, kompetensi aparatur, kemudahan kepatuhan, keamanan 
siber, koordinasi antarinstansi, dan legitimasi sosial. Artikel juga mengkaji PPN perdagangan melalui sistem 
elektronik, perpajakan marketplace, fintech, aset kripto, ekonomi kreator, pekerjaan jarak jauh, kecerdasan 
buatan, serta agenda kerja sama pajak internasional. Argumen utamanya ialah bahwa reformasi perpajakan 
digital harus mengejar tiga tujuan secara bersamaan: memperluas basis pajak secara adil, menurunkan biaya 
kepatuhan, dan meningkatkan kapasitas negara tanpa mengorbankan privasi, kepastian hukum, maupun 
ruang tumbuh inovasi. Pada akhirnya, reformasi perpajakan yang berkelanjutan harus membangun 
administrasi yang semakin berbasis data dan risiko, tetapi tetap berorientasi pada manusia, pelayanan, 
akuntabilitas, dan keadilan fiskal. 

Kata Kunci: reformasi perpajakan; ekonomi digital; Coretax; PPN PMSE; platform digital; kepatuhan pajak; 
administrasi berbasis data; keadilan fiskal; keamanan data; perpajakan internasional 
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1. Pendahuluan: Pajak dalam Ekonomi yang Semakin Tidak Berwujud 

Pajak merupakan salah satu institusi utama yang menghubungkan kegiatan ekonomi dengan kapasitas 
negara. Melalui pajak, sebagian nilai yang diciptakan di sektor privat dialihkan untuk membiayai barang publik, 
perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan fungsi pemerintahan lainnya. 
Namun, mekanisme ini selalu bergantung pada kemampuan negara mengenali siapa yang menciptakan nilai, 
di mana nilai itu diciptakan, berapa besar penghasilan atau konsumsi yang terjadi, dan yurisdiksi mana yang 
berhak memajakinya. Ketika kegiatan ekonomi berlangsung melalui toko fisik, pabrik, kantor, dan transaksi 
yang terdokumentasi secara konvensional, pertanyaan tersebut relatif lebih mudah dijawab. Ekonomi digital 
membuat batas-batas itu semakin kabur. 

Platform digital memungkinkan sebuah perusahaan melayani jutaan konsumen Indonesia tanpa 
memiliki kantor besar, gudang, atau tenaga kerja yang sebanding dengan skala pasarnya. Aplikasi dapat dijual 
dan diperbarui secara otomatis; iklan dapat ditargetkan menggunakan data pengguna; konten dapat 
dimonetisasi lintas negara; dan pembayaran dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui jaringan digital. 
Dalam model demikian, nilai tidak hanya berasal dari barang dan tenaga kerja, tetapi juga dari data, jaringan, 
algoritma, merek, hak kekayaan intelektual, dan partisipasi pengguna. Sistem perpajakan yang terlalu 
bergantung pada kehadiran fisik berisiko kehilangan sebagian basis pajaknya. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Tantangan yang dihadapi Indonesia bukan semata-mata bagaimana menarik pajak lebih besar dari 
ekonomi digital. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana menciptakan sistem yang adil antara 
usaha konvensional dan digital, antara perusahaan domestik dan asing, antara pelaku besar dan UMKM, serta 
antara kebutuhan penerimaan negara dan kebutuhan mempertahankan ruang bagi inovasi. Reformasi yang 
hanya berorientasi pada penerimaan jangka pendek dapat menciptakan beban kepatuhan tinggi, 
ketidakpastian hukum, atau insentif bagi pelaku usaha untuk tetap informal. Sebaliknya, reformasi yang terlalu 
lunak dapat memperlebar kesenjangan perlakuan dan menggerus legitimasi pajak. 

Indonesia telah memasuki fase penting dengan modernisasi administrasi perpajakan, pemungutan PPN 
atas perdagangan melalui sistem elektronik, pengaturan pajak terhadap transaksi fintech dan aset kripto, serta 
peningkatan pemanfaatan data pihak ketiga. Pada 2026, penerimaan kumulatif dari berbagai aktivitas ekonomi 
digital telah menjadi sumber fiskal yang nyata, menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan lagi sektor 
pinggiran, melainkan bagian penting dari basis pajak nasional. Pada saat yang sama, pengalaman 
implementasi sistem baru memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak pernah sekadar masalah 
perangkat lunak. Ia menyentuh proses bisnis, budaya organisasi, kompetensi pegawai, pengalaman wajib 
pajak, dan kualitas koordinasi antarinstansi. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Artikel ini menggunakan perspektif manajemen publik dan kebijakan fiskal. Reformasi perpajakan 
dipahami sebagai transformasi suatu sistem sosio-teknis: hukum, teknologi, data, manusia, organisasi, dan 
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kepentingan politik saling berinteraksi. Oleh sebab itu, solusi tidak dapat dicari hanya melalui revisi undang-
undang atau pengadaan sistem informasi. Reformasi yang efektif harus mempertemukan ketepatan kebijakan 
dengan kapasitas implementasi, serta mengubah hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dari pola 
yang dominan reaktif menjadi pola yang lebih preventif, transparan, dan kooperatif. 

Pembahasan mengenai pendahuluan: pajak dalam ekonomi yang semakin tidak berwujud perlu 
ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus 
memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang 
telah patuh tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk 
menggeser administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan 
tersebut membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan 
waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar 
keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, pendahuluan: pajak dalam ekonomi yang semakin tidak 
berwujud melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, 
dan kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi pendahuluan: pajak dalam ekonomi yang semakin tidak berwujud juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda pendahuluan: pajak dalam ekonomi yang semakin tidak berwujud harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

2. Dari Reformasi Administratif menuju Transformasi Fiskal Digital 

Istilah reformasi perpajakan sering digunakan untuk menggambarkan perubahan tarif, perluasan basis 
pajak, atau penyederhanaan prosedur. Dalam konteks ekonomi digital, ruang lingkupnya jauh lebih luas. 
Reformasi harus mencakup pembaruan aturan substansial mengenai objek dan subjek pajak, sekaligus 
perubahan cara negara mendaftarkan wajib pajak, menerima pelaporan, memvalidasi transaksi, melakukan 
pengawasan, menagih, menangani sengketa, dan melindungi data. Karena itu, lebih tepat berbicara mengenai 
transformasi fiskal digital daripada sekadar digitalisasi layanan pajak. 
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Digitalisasi adalah pemindahan proses yang sudah ada ke media elektronik. Transformasi terjadi ketika 
proses itu sendiri dirancang ulang. Formulir kertas yang diubah menjadi formulir daring memang 
memudahkan, tetapi belum tentu mengurangi kompleksitas. Sebaliknya, sistem yang mengisi data secara 
otomatis, melakukan validasi sejak awal, menyampaikan peringatan sebelum kesalahan terjadi, dan 
menyediakan satu akun terpadu dapat mengubah pengalaman kepatuhan secara mendasar. Prinsip 
pentingnya adalah bahwa teknologi harus menghilangkan friksi, bukan memindahkan kerumitan birokrasi ke 
layar pengguna. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Transformasi fiskal digital juga mengubah keseimbangan informasi. Dalam administrasi konvensional, 
otoritas pajak sangat bergantung pada laporan wajib pajak dan pemeriksaan setelah kejadian. Dengan 
integrasi data perbankan, faktur elektronik, pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga, serta data 
transaksi platform, otoritas dapat memperoleh gambaran ekonomi secara lebih cepat. Perubahan ini 
meningkatkan kapasitas pengawasan, tetapi sekaligus memperbesar tanggung jawab negara untuk menjaga 
akurasi, keamanan, proporsionalitas, dan penggunaan data yang sah. 

Reformasi perlu bergerak dari model kepatuhan yang bertumpu pada ancaman pemeriksaan menuju 
model kepatuhan yang dirancang ke dalam sistem. Pajak dipotong atau dipungut pada titik transaksi, data 
tercatat secara otomatis, dan kesalahan dicegah melalui validasi digital. Pendekatan ini dapat menurunkan 
biaya administrasi sekaligus mengurangi peluang penghindaran. Namun, desain tersebut harus 
mempertimbangkan arus kas, kapasitas teknologi, serta posisi tawar pelaku kecil. Sistem yang efisien bagi 
negara belum tentu efisien bagi wajib pajak apabila prosesnya memerlukan perangkat, koneksi, dan literasi 
yang tidak merata. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Dalam perspektif manajemen perubahan, reformasi perpajakan adalah perjalanan panjang yang 
memerlukan urutan, prioritas, dan pembelajaran. Pemerintah perlu membedakan antara quick wins, fondasi 
jangka menengah, dan perubahan struktural jangka panjang. Perluasan PPN digital mungkin dapat dilakukan 
relatif cepat melalui penunjukan pemungut, tetapi reformasi pajak penghasilan lintas negara memerlukan 
kesepakatan internasional. Integrasi data dapat dibangun bertahap, sedangkan perubahan budaya organisasi 
dan peningkatan kepercayaan publik membutuhkan waktu lebih lama. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 
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Pembahasan mengenai dari reformasi administratif menuju transformasi fiskal digital perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, dari reformasi administratif menuju transformasi fiskal 
digital melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi dari reformasi administratif menuju transformasi fiskal digital juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda dari reformasi administratif menuju transformasi fiskal digital harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

3. Karakter Ekonomi Digital dan Tantangannya bagi Sistem Pajak 

Ekonomi digital mempunyai beberapa karakter yang membedakannya dari ekonomi konvensional, 
walaupun keduanya semakin menyatu. Pertama, skala dapat diperluas dengan biaya marjinal yang sangat 
rendah. Satu perangkat lunak dapat digunakan oleh jutaan pengguna tanpa penambahan aset fisik yang 
sebanding. Kedua, data dan jaringan pengguna menjadi sumber nilai. Semakin banyak pengguna, semakin 
besar manfaat platform, dan semakin kaya data yang dapat dipakai untuk inovasi maupun monetisasi. Ketiga, 
aset tidak berwujud seperti algoritma, merek, paten, dan basis pengguna memainkan peran dominan. 

Karakter tersebut menyulitkan penerapan konsep lokasi. Dalam sistem pajak tradisional, hak pemajakan 
laba perusahaan umumnya terkait dengan domisili dan bentuk usaha tetap. Perusahaan digital dapat memiliki 
konsumen, memperoleh pendapatan, dan membangun posisi pasar di suatu negara tanpa kehadiran fisik yang 
besar. Akibatnya, negara pasar merasa bahwa kontribusi ekonominya tidak sebanding dengan hak pajak yang 
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diterima. Perdebatan inilah yang mendorong agenda internasional mengenai penggerusan basis pajak dan 
pengalihan laba. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Ekonomi digital juga mempercepat unbundling atau pemisahan fungsi usaha. Pengembangan produk 
dapat dilakukan di satu negara, kepemilikan kekayaan intelektual berada di negara lain, pusat data tersebar, 
pemasaran dilakukan oleh algoritma, dan pembayaran diproses oleh penyedia jasa global. Bagi administrasi 
pajak, rantai nilai menjadi lebih sulit dipetakan. Harga transfer atas aset tidak berwujud dan jasa intra-grup 
semakin kompleks, sementara perusahaan dapat mengatur struktur kontrak untuk memindahkan laba ke 
yurisdiksi bertarif rendah. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Di tingkat domestik, digitalisasi menciptakan jejak data yang sebenarnya dapat memperkuat perpajakan. 
Transaksi marketplace, pembayaran elektronik, faktur, logistik, dan identitas pengguna meninggalkan catatan 
yang dapat dianalisis. Akan tetapi, data tersebut tersebar pada banyak institusi dengan format, kualitas, dan 
dasar hukum yang berbeda. Tantangan utamanya bukan kelangkaan data, melainkan kemampuan 
mengintegrasikan, menafsirkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. 

Ekonomi digital bersifat sangat heterogen. Perusahaan teknologi global, marketplace nasional, 
pengemudi aplikasi, pedagang daring rumahan, kreator konten, penyedia jasa lepas, pengembang aplikasi, 
dan investor kripto mempunyai model pendapatan serta kapasitas kepatuhan yang berbeda. Kebijakan yang 
seragam dapat menghasilkan ketidakadilan. Reformasi harus menggunakan segmentasi, ambang batas, 
mekanisme pemungutan, dan layanan yang disesuaikan dengan risiko serta kemampuan setiap kelompok. 

Pembahasan mengenai karakter ekonomi digital dan tantangannya bagi sistem pajak perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, karakter ekonomi digital dan tantangannya bagi sistem 
pajak melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
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dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi karakter ekonomi digital dan tantangannya bagi sistem pajak juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda karakter ekonomi digital dan tantangannya bagi sistem pajak harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

4. Prinsip Dasar Reformasi: Keadilan, Kepastian, Efisiensi, dan 

Kesederhanaan 

Reformasi perpajakan digital harus tetap berakar pada prinsip klasik perpajakan: keadilan, kepastian, 
efisiensi, dan kesederhanaan. Keadilan horizontal menuntut pelaku dengan kemampuan ekonomi yang setara 
diperlakukan secara setara, terlepas dari apakah transaksi dilakukan melalui toko fisik atau aplikasi. Keadilan 
vertikal menuntut beban pajak mencerminkan kemampuan membayar. Dalam ekonomi digital, kedua prinsip 
ini sering berbenturan dengan kebutuhan menyederhanakan administrasi bagi pelaku kecil. 

Kepastian hukum sangat penting karena model bisnis digital berkembang lebih cepat daripada regulasi. 
Pelaku usaha perlu mengetahui apakah penghasilan tertentu merupakan royalti, jasa, laba usaha, atau 
kategori lain; kapan timbul kewajiban pajak; bagaimana menentukan sumber penghasilan; dan siapa yang 
wajib memungut. Ketidakjelasan meningkatkan biaya konsultasi, menunda investasi, dan membuka ruang 
perlakuan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, regulasi perlu dilengkapi panduan operasional, contoh kasus, 
dan kanal klarifikasi yang cepat. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Efisiensi mencakup biaya administrasi pemerintah dan biaya kepatuhan wajib pajak. Sistem yang dapat 
memungut pajak dengan biaya rendah dan tingkat kesalahan kecil lebih baik daripada sistem yang 
memerlukan pelaporan berulang. Pemotongan atau pemungutan oleh platform dapat efisien, tetapi harus 
dirancang agar tidak mengganggu arus kas dan tidak memindahkan beban administratif secara berlebihan 
kepada pihak ketiga. Standar data dan antarmuka sistem juga perlu stabil agar integrasi tidak menjadi proyek 
mahal yang terus berubah. 
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Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Kesederhanaan bukan berarti semua wajib pajak dikenai aturan yang sama. Kesederhanaan dapat 
dicapai melalui segmentasi. Wajib pajak kecil dapat menggunakan skema final atau pencatatan sederhana, 
sementara perusahaan besar dengan transaksi lintas negara harus memenuhi dokumentasi yang lebih rinci. 
Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa kompleksitas kewajiban sebanding dengan skala, kapasitas, dan 
risiko. 

Prinsip kelima yang semakin penting adalah kepercayaan. Administrasi digital memberi negara kapasitas 
observasi yang jauh lebih besar. Tanpa tata kelola yang dapat dipercaya, kapasitas itu dapat dipersepsikan 
sebagai pengawasan berlebihan. Kepercayaan dibangun melalui perlindungan data, transparansi penggunaan 
informasi, mekanisme koreksi, kualitas layanan, dan konsistensi keputusan. Reformasi yang meningkatkan 
penerimaan tetapi merusak kepercayaan tidak dapat dianggap berhasil secara berkelanjutan. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Pembahasan mengenai prinsip dasar reformasi: keadilan, kepastian, efisiensi, dan kesederhanaan perlu 
ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus 
memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang 
telah patuh tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk 
menggeser administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan 
tersebut membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan 
waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar 
keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, prinsip dasar reformasi: keadilan, kepastian, efisiensi, dan 
kesederhanaan melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, 
pengawasan, dan kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan 
fleksibilitas; masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung 
jawab. Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah 
keputusan dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak 
terlihat dari rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum 
dan menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi prinsip dasar reformasi: keadilan, kepastian, efisiensi, dan kesederhanaan juga 
menuntut pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat 
bantuan, dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat 
menyebabkan ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness 
criteria, pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional 
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harus dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda prinsip dasar reformasi: keadilan, kepastian, efisiensi, dan 
kesederhanaan harus berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima 
kewajiban ketika aturan dapat dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat 
dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa 
kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya 
mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, 
dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan 
sumber kesenjangan baru. 

5. Peta Jalan Reformasi Perpajakan Indonesia 

Peta jalan reformasi perpajakan Indonesia harus mempertemukan tiga lapisan perubahan. Lapisan 
pertama adalah kebijakan: penentuan objek, subjek, tarif, insentif, dan hak pemajakan. Lapisan kedua adalah 
administrasi: registrasi, pelaporan, pembayaran, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan sengketa. 
Lapisan ketiga adalah ekosistem: hubungan dengan perbankan, pemerintah daerah, platform, pelaku usaha, 
penyedia teknologi, dan mitra internasional. Ketiga lapisan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. 

Pada tahap fondasi, prioritasnya adalah kualitas identitas dan data. Nomor identitas yang konsisten, 
registrasi yang mudah, pemutakhiran profil, serta integrasi data menjadi prasyarat bagi analitik dan pelayanan 
otomatis. Tahap berikutnya adalah standardisasi proses dan layanan. Wajib pajak seharusnya memperoleh 
pengalaman yang seragam, sementara keputusan administratif didukung oleh rekam jejak yang dapat diaudit. 
Setelah fondasi stabil, pemerintah dapat mengembangkan analitik risiko yang lebih canggih dan layanan 
prepopulated. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Peta jalan juga harus menyertakan strategi transisi. Penggantian sistem lama secara serentak dapat 
menimbulkan risiko operasional besar. Masa paralel, mekanisme fallback, pusat bantuan, dan kebijakan 
pengurangan sanksi selama masa gangguan perlu disiapkan. Dalam reformasi berskala nasional, kegagalan 
kecil dapat berdampak pada jutaan pengguna dan arus penerimaan. Karena itu, ketahanan sistem dan 
manajemen kontinuitas sama pentingnya dengan fitur baru. 

Reformasi perlu memiliki arsitektur kebijakan yang adaptif. Ekonomi digital berkembang melalui inovasi 
yang sulit diprediksi. Regulasi terlalu rinci dapat cepat usang, sedangkan regulasi terlalu umum menimbulkan 
ketidakpastian. Pendekatan berbasis prinsip, dilengkapi peraturan teknis yang dapat diperbarui, 
memungkinkan keseimbangan. Regulatory sandbox dapat digunakan untuk memahami model baru sebelum 
kewajiban penuh diberlakukan. 

Peta jalan yang kredibel harus disertai indikator, jadwal, penanggung jawab, serta pelaporan publik. 
Keberhasilan tidak cukup diukur dari selesainya proyek teknologi. Indikator harus mencakup waktu layanan, 
tingkat keberhasilan transaksi, jumlah koreksi, biaya kepatuhan, tingkat sengketa, kepuasan pengguna, 
insiden keamanan, dan tambahan kepatuhan yang benar-benar berkelanjutan. 
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Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Pembahasan mengenai peta jalan reformasi perpajakan indonesia perlu ditempatkan dalam konteks 
kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan tidak 
cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki kualitas basis data, 
mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh tidak menanggung 
beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser administrasi dari 
pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut membutuhkan indikator 
yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu pembayaran, dan sekadar 
perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan reformasi tidak dinilai 
hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, peta jalan reformasi perpajakan indonesia melibatkan 
kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan kesederhanaan 
administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; masyarakat 
mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. Reformasi perlu 
menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan dibuat. Konsultasi 
awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari rancangan hukum. 
Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan menghindari regulatory 
capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi peta jalan reformasi perpajakan indonesia juga menuntut pengelolaan 
ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi 
publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian 
bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-
end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian 
untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan 
sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda peta jalan reformasi perpajakan indonesia harus berkontribusi pada 
kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat dipahami, proses 
dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang tidak perlu 
dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu membayar 
perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui layanan 
mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi berfungsi 
sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

6. Coretax sebagai Infrastruktur Administrasi dan Bukan Tujuan Akhir 

Coretax merupakan tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini 
dirancang untuk mengintegrasikan proses inti, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, layanan, 
pengawasan, hingga penagihan. Integrasi semacam itu dapat mengurangi fragmentasi sistem lama dan 
menyediakan basis data yang lebih konsisten. Namun, Coretax seharusnya dipahami sebagai enabling 
infrastructure, bukan tujuan akhir reformasi. 
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Keberhasilan sistem inti ditentukan oleh kesesuaian antara teknologi dan proses bisnis. Bila proses yang 
rumit hanya dipindahkan ke sistem baru, wajib pajak tetap menghadapi beban yang sama. Reformasi harus 
berani menghapus langkah yang tidak memberikan nilai, mengurangi duplikasi data, dan menyederhanakan 
otorisasi. Prinsip once-only berarti informasi yang telah diberikan secara sah tidak seharusnya diminta 
berulang kali kecuali ada alasan yang jelas. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Sistem inti juga harus dirancang dari sudut pandang perjalanan pengguna. Wajib pajak tidak berpikir 
dalam struktur organisasi DJP, melainkan dalam tugas konkret: mendaftar, membuat faktur, membayar, 
melapor, memperbaiki kesalahan, atau meminta layanan. Antarmuka dan proses harus mengikuti kebutuhan 
tersebut. Pesan kesalahan perlu jelas, bantuan harus kontekstual, dan status proses dapat dipantau. 
Pengalaman pengguna yang buruk mendorong ketergantungan pada perantara dan meningkatkan biaya 
kepatuhan. 

Implementasi Coretax memperlihatkan pentingnya kesiapan operasional. Sistem berskala besar selalu 
menghadapi fase stabilisasi. Yang membedakan reformasi yang berhasil adalah kemampuan merespons 
gangguan dengan cepat, transparan, dan adil. Pemerintah perlu menyediakan kanal alternatif, 
memprioritaskan fungsi kritis, mengomunikasikan masalah secara terbuka, dan memastikan wajib pajak tidak 
dirugikan oleh kegagalan sistem yang berada di luar kendalinya. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Dalam jangka panjang, Coretax dapat menjadi fondasi administrasi berbasis data dan risiko. Namun, 
manfaat itu hanya muncul bila data berkualitas, aturan keputusan terdokumentasi, hak akses dikendalikan, 
dan pegawai mampu menggunakan informasi secara tepat. Sistem yang kuat tanpa tata kelola dapat 
menghasilkan keputusan yang cepat tetapi keliru. Oleh karena itu, investasi teknologi harus diimbangi 
investasi pada data, manusia, dan institusi. 

Pembahasan mengenai coretax sebagai infrastruktur administrasi dan bukan tujuan akhir perlu 
ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus 
memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang 
telah patuh tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk 
menggeser administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan 
tersebut membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan 
waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar 
keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, coretax sebagai infrastruktur administrasi dan bukan tujuan 
akhir melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
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masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi coretax sebagai infrastruktur administrasi dan bukan tujuan akhir juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda coretax sebagai infrastruktur administrasi dan bukan tujuan akhir harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

7. Integrasi Data, Identitas Digital, dan Single Source of Truth 

Administrasi perpajakan digital membutuhkan single source of truth, yaitu sumber data utama yang 
konsisten untuk identitas, status, kewajiban, pembayaran, dan riwayat layanan wajib pajak. Tanpa sumber 
yang konsisten, sistem dapat menghasilkan tagihan ganda, status yang bertentangan, atau kesalahan 
pemadanan. Integrasi bukan sekadar menghubungkan basis data, tetapi menyepakati definisi, standar, 
tanggung jawab pemutakhiran, dan mekanisme koreksi. 

Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai bagian dari identitas perpajakan membuka peluang 
penyederhanaan registrasi. Namun, integrasi identitas harus tetap memperhatikan perbedaan fungsi 
antarinstansi. Data kependudukan, perbankan, perizinan, dan perpajakan memiliki tujuan hukum berbeda. 
Prinsip purpose limitation menuntut bahwa data digunakan hanya untuk tujuan yang sah, relevan, dan 
proporsional. Hak akses tidak boleh menjadi luas hanya karena sistem memungkinkan. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Kualitas data memiliki beberapa dimensi: akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, dan 
keterlacakan. Data yang banyak tidak otomatis menghasilkan keputusan yang baik. Otoritas perlu mempunyai 
data governance council, pemilik data yang jelas, katalog data, standar metadata, dan prosedur untuk 
memperbaiki kesalahan. Wajib pajak juga perlu memperoleh akses untuk melihat dan mengoreksi profilnya. 

Interoperabilitas dengan platform dan pihak ketiga memerlukan standar teknis yang terbuka dan stabil. 
Application programming interface dapat memudahkan pertukaran data dan otomatisasi, tetapi perubahan 
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spesifikasi yang terlalu sering meningkatkan biaya. Pemerintah sebaiknya melibatkan asosiasi usaha dan 
penyedia perangkat lunak dalam pengujian, menyediakan lingkungan sandbox, dokumentasi, serta periode 
transisi yang memadai. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Integrasi data harus menghindari kecenderungan bahwa setiap anomali dianggap pelanggaran. 
Perbedaan data dapat muncul karena waktu pencatatan, definisi, pembatalan transaksi, atau kesalahan pihak 
ketiga. Analitik seharusnya menghasilkan sinyal risiko, bukan vonis otomatis. Verifikasi dan kesempatan 
klarifikasi tetap diperlukan, terutama ketika konsekuensi keputusan signifikan. 

Pembahasan mengenai integrasi data, identitas digital, dan single source of truth perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, integrasi data, identitas digital, dan single source of truth 
melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi integrasi data, identitas digital, dan single source of truth juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda integrasi data, identitas digital, dan single source of truth harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 
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8. PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

Pemungutan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik merupakan salah satu instrumen paling 
nyata untuk menyesuaikan pajak konsumsi dengan ekonomi digital. Prinsip destination-based taxation 
menempatkan hak pemajakan pada negara tempat konsumsi terjadi. Dengan menunjuk pelaku usaha digital 
tertentu sebagai pemungut, Indonesia dapat mengenakan PPN atas produk dan jasa digital dari luar negeri 
tanpa bergantung pada kehadiran fisik penjual. 

Model pemungutan melalui penyedia atau platform memiliki keunggulan administratif. Jumlah pemungut 
jauh lebih sedikit daripada jumlah konsumen, sehingga pengawasan lebih terkonsentrasi. Mekanisme ini juga 
mengurangi ketimpangan antara pemasok domestik yang wajib memungut PPN dan pemasok luar negeri yang 
sebelumnya dapat menjual tanpa beban serupa. Penerimaan kumulatif PPN PMSE menunjukkan bahwa 
instrumen ini telah menjadi bagian penting dari perpajakan digital Indonesia. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Meskipun demikian, pemerintah harus menjaga kejelasan ruang lingkup. Produk digital berkembang dari 
perangkat lunak dan streaming menuju layanan berbasis cloud, iklan, data, game, kecerdasan buatan, dan 
berbagai bentuk langganan. Klasifikasi yang tidak jelas dapat menimbulkan sengketa. Panduan harus 
menjelaskan siapa pemungut, bagaimana menentukan lokasi konsumen, perlakuan refund, transaksi bisnis-
ke-bisnis, dan koreksi kurs. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Administrasi PPN digital perlu menghindari duplikasi. Dalam rantai platform yang melibatkan app store, 
payment gateway, dan penyedia utama, harus jelas pihak mana yang bertanggung jawab memungut. 
Mekanisme dokumentasi juga harus memungkinkan pembeli bisnis mengkreditkan pajak masukan apabila 
memenuhi syarat. Interoperabilitas faktur dan pelaporan menjadi kunci. 

Ke depan, PPN PMSE dapat diperkuat melalui analisis kesenjangan konsumsi digital, kerja sama dengan 
penyedia pembayaran, serta pertukaran informasi internasional. Namun, efektivitas tidak boleh hanya diukur 
dari jumlah pemungut dan penerimaan. Kepatuhan sukarela, konsistensi layanan, dan rendahnya sengketa 
merupakan indikator yang sama pentingnya. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 
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Pembahasan mengenai ppn perdagangan melalui sistem elektronik perlu ditempatkan dalam konteks 
kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan tidak 
cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki kualitas basis data, 
mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh tidak menanggung 
beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser administrasi dari 
pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut membutuhkan indikator 
yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu pembayaran, dan sekadar 
perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan reformasi tidak dinilai 
hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, ppn perdagangan melalui sistem elektronik melibatkan 
kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan kesederhanaan 
administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; masyarakat 
mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. Reformasi perlu 
menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan dibuat. Konsultasi 
awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari rancangan hukum. 
Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan menghindari regulatory 
capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi ppn perdagangan melalui sistem elektronik juga menuntut pengelolaan 
ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi 
publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian 
bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-
end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian 
untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan 
sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda ppn perdagangan melalui sistem elektronik harus berkontribusi pada 
kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat dipahami, proses 
dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang tidak perlu 
dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu membayar 
perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui layanan 
mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi berfungsi 
sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

9. Marketplace sebagai Pemungut dan Mitra Administrasi Pajak 

Marketplace mempunyai posisi strategis karena mempertemukan penjual, pembeli, pembayaran, 
promosi, dan sering kali logistik. Posisi tersebut menjadikannya mitra administrasi yang potensial. Penunjukan 
platform sebagai pemungut atau penyedia informasi dapat mengurangi biaya negara dalam menjangkau 
jutaan pedagang. Namun, desain kewajiban harus mempertimbangkan kapasitas platform, kualitas data, dan 
dampaknya terhadap pedagang kecil. 

Pemungutan PPh oleh marketplace dapat berfungsi sebagai pembayaran di muka atau mekanisme final 
sesuai desain kebijakan. Keuntungannya adalah pajak dipungut dekat dengan sumber transaksi. Risiko 
utamanya adalah pemungutan atas omzet yang tidak sama dengan laba, terutama bagi pedagang bermargin 
tipis, transaksi yang dibatalkan, retur, dan biaya promosi. Oleh sebab itu, definisi dasar pemungutan, 
pengecualian, dan prosedur koreksi harus sangat jelas. 
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Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Platform sebaiknya tidak diperlakukan hanya sebagai kepanjangan tangan otoritas. Mereka juga harus 
diberi kepastian mengenai tanggung jawab, safe harbour untuk kesalahan yang wajar, standar keamanan, dan 
mekanisme konsultasi. Kewajiban yang sering berubah dapat meningkatkan biaya integrasi dan pada akhirnya 
dibebankan kepada pedagang. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Data marketplace dapat digunakan untuk edukasi dan pelayanan, bukan hanya pengawasan. Pedagang 
dapat menerima ringkasan omzet, estimasi kewajiban, dan pengingat secara otomatis. Dengan desain yang 
baik, platform dapat menjadi kanal formalisasi yang ramah. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu represif dapat 
mendorong transaksi pindah ke kanal yang lebih sulit dilacak. 

Kebijakan platform perlu memperhatikan persaingan. Beban kepatuhan yang hanya dapat ditanggung 
perusahaan besar berpotensi memperkuat konsentrasi pasar. Standar teknis dan kewajiban harus 
proporsional, serta tersedia solusi bersama bagi platform kecil. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa 
akses data tidak memberi keuntungan kompetitif yang tidak semestinya kepada pihak tertentu. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Pembahasan mengenai marketplace sebagai pemungut dan mitra administrasi pajak perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, marketplace sebagai pemungut dan mitra administrasi 
pajak melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
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dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi marketplace sebagai pemungut dan mitra administrasi pajak juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda marketplace sebagai pemungut dan mitra administrasi pajak harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

10. UMKM Digital: Formalisasi yang Melindungi Pertumbuhan 

UMKM merupakan kelompok yang paling membutuhkan diferensiasi kebijakan. Digitalisasi membuka 
pasar dan menurunkan biaya masuk, tetapi sebagian pelaku masih memiliki pencatatan sederhana, margin 
rendah, dan literasi pajak terbatas. Reformasi yang langsung menerapkan kewajiban kompleks dapat 
menghambat pertumbuhan atau mendorong mereka kembali ke informalitas. 

Formalisasi seharusnya dipandang sebagai tangga, bukan gerbang sekali masuk. Pada tahap awal, 
pelaku memperoleh identitas usaha, pencatatan sederhana, dan akses informasi. Ketika omzet dan kapasitas 
meningkat, kewajiban dapat bertambah secara bertahap. Ambang batas, tarif final, serta aplikasi pembukuan 
gratis dapat membantu transisi. Sistem perlu menghindari cliff effect, yaitu lonjakan beban ketika sedikit 
melewati batas tertentu. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Pemungutan melalui marketplace dapat menyederhanakan, tetapi perlu mekanisme perlindungan. 
Pedagang harus dapat menyatakan status, mengoreksi kesalahan, memperoleh bukti pungut, dan 
memperhitungkan retur. Data yang telah dikumpulkan platform seharusnya mengurangi pelaporan tambahan. 
Prinsip no double compliance penting agar pedagang tidak harus melaporkan informasi yang sama melalui 
banyak kanal. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
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pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Insentif kepatuhan juga dapat dikaitkan dengan manfaat. Data pajak yang rapi dapat membantu UMKM 
memperoleh pembiayaan, ikut pengadaan, atau membangun reputasi usaha. Namun, penggunaan lintas 
tujuan harus berdasarkan persetujuan dan dasar hukum yang jelas. Pajak tidak boleh menjadi penghalang 
akses, tetapi dapat menjadi bagian dari ekosistem formal yang memberikan nilai. 

Pendampingan perlu memanfaatkan komunitas, asosiasi, perguruan tinggi, dan platform. Literasi tidak 
cukup melalui sosialisasi peraturan. Pelaku membutuhkan contoh transaksi, simulasi, dan bantuan ketika 
menghadapi masalah. Reformasi yang manusiawi mengakui bahwa kesalahan awal sering berasal dari 
ketidaktahuan, bukan niat menghindar. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Pembahasan mengenai umkm digital: formalisasi yang melindungi pertumbuhan perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, umkm digital: formalisasi yang melindungi pertumbuhan 
melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi umkm digital: formalisasi yang melindungi pertumbuhan juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda umkm digital: formalisasi yang melindungi pertumbuhan harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
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kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

11. Perpajakan Fintech, Pembayaran Digital, dan Ekonomi Berbasis 

Platform 

Fintech dan pembayaran digital memperluas akses layanan keuangan sekaligus menciptakan objek 
pajak dan data baru. Pendapatan bunga, imbal hasil, biaya layanan, komisi, dan keuntungan dari transaksi 
perlu diperlakukan secara konsisten. Penyedia platform dapat berfungsi sebagai pemotong atau pelapor, 
tetapi model usaha sangat beragam sehingga klasifikasi harus cermat. 

Dalam peer-to-peer lending, hubungan antara pemberi dana, penerima pinjaman, dan platform berbeda 
dari perbankan tradisional. Pajak harus memastikan netralitas tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. 
Pemotongan atas bunga dapat menyederhanakan kepatuhan investor, namun platform memerlukan sistem 
untuk mengidentifikasi status dan domisili penerima penghasilan. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Pembayaran digital menghasilkan jejak transaksi yang bernilai bagi administrasi. Namun, penggunaan 
data pembayaran harus dibatasi pada kebutuhan yang sah. Transaksi personal dan usaha sering bercampur, 
khususnya pada pelaku mikro. Analitik perlu membedakan risiko berdasarkan pola, bukan semata volume. 
Kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan pemeriksaan yang tidak perlu. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Ekonomi platform juga memunculkan subsidi, cashback, voucher, dan pembagian komisi. Perlakuan 
pajaknya dapat kompleks: apakah diskon mengurangi dasar pengenaan, siapa yang menanggung, dan kapan 
pendapatan diakui. Pedoman yang konsisten diperlukan agar pelaku tidak menghadapi interpretasi berbeda. 

Koordinasi antara DJP, OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan kementerian teknis menjadi penting. Setiap 
lembaga mempunyai mandat dan data berbeda. Pertukaran informasi harus dilakukan melalui tata kelola yang 
jelas, dengan jejak audit dan perlindungan akses. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 
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Pembahasan mengenai perpajakan fintech, pembayaran digital, dan ekonomi berbasis platform perlu 
ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus 
memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang 
telah patuh tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk 
menggeser administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan 
tersebut membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan 
waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar 
keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, perpajakan fintech, pembayaran digital, dan ekonomi 
berbasis platform melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, 
pengawasan, dan kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan 
fleksibilitas; masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung 
jawab. Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah 
keputusan dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak 
terlihat dari rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum 
dan menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi perpajakan fintech, pembayaran digital, dan ekonomi berbasis platform juga 
menuntut pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat 
bantuan, dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat 
menyebabkan ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness 
criteria, pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional 
harus dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda perpajakan fintech, pembayaran digital, dan ekonomi berbasis platform 
harus berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan 
dapat dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

12. Aset Kripto, Tokenisasi, dan Aset Digital Baru 

Aset kripto dan tokenisasi menantang kategori pajak tradisional. Aset ini dapat berfungsi sebagai 
investasi, alat tukar, akses ke layanan, atau representasi hak tertentu. Perubahan harga yang tinggi, transaksi 
lintas platform, penyimpanan mandiri, dan decentralized finance membuat pelacakan serta penilaian semakin 
sulit. 

Indonesia telah mengembangkan mekanisme pemungutan atas transaksi kripto melalui penyelenggara 
perdagangan. Pendekatan berbasis platform memberikan efisiensi, tetapi perlu terus dievaluasi seiring 
perubahan pengawasan dan struktur pasar. Dasar pemajakan harus membedakan antara nilai transaksi bruto 
dan keuntungan ekonomis, agar beban tidak berlebihan bagi perdagangan berfrekuensi tinggi tetapi bermargin 
kecil. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
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menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Tokenisasi aset dunia nyata dapat memperluas jenis aset digital. Hak atas properti, komoditas, karya 
seni, atau pendapatan masa depan dapat dipecah dalam token. Pajak perlu menentukan apakah perpindahan 
token merupakan penjualan aset, sekuritas, atau hak kontraktual. Tanpa kejelasan, inovasi dapat mencari 
yurisdiksi lain. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Transaksi decentralized finance menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab 
memotong dan melaporkan. Smart contract dapat berjalan tanpa operator terpusat yang jelas. Dalam kondisi 
demikian, pendekatan berbasis pelaporan pengguna, penyedia akses, dan kerja sama internasional mungkin 
diperlukan. Namun, pemerintah harus menghindari aturan yang secara teknis tidak dapat dilaksanakan. 

Pendidikan wajib pajak menjadi penting karena banyak investor ritel tidak memahami konsekuensi pajak 
dari pertukaran token, staking, airdrop, atau hadiah. Panduan berbasis skenario dan kalkulator dapat 
menurunkan ketidakpastian. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Pembahasan mengenai aset kripto, tokenisasi, dan aset digital baru perlu ditempatkan dalam konteks 
kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan tidak 
cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki kualitas basis data, 
mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh tidak menanggung 
beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser administrasi dari 
pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut membutuhkan indikator 
yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu pembayaran, dan sekadar 
perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan reformasi tidak dinilai 
hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, aset kripto, tokenisasi, dan aset digital baru melibatkan 
kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan kesederhanaan 
administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; masyarakat 
mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. Reformasi perlu 
menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan dibuat. Konsultasi 
awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari rancangan hukum. 
Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan menghindari regulatory 
capture oleh kelompok yang paling kuat. 
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Aspek implementasi aset kripto, tokenisasi, dan aset digital baru juga menuntut pengelolaan 
ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi 
publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian 
bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-
end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian 
untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan 
sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda aset kripto, tokenisasi, dan aset digital baru harus berkontribusi pada 
kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat dipahami, proses 
dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang tidak perlu 
dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu membayar 
perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui layanan 
mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi berfungsi 
sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

13. Ekonomi Kreator, Gig Economy, dan Pekerjaan Jarak Jauh 

Ekonomi kreator dan gig economy memperluas peluang kerja tetapi memecah hubungan kerja 
tradisional. Penghasilan dapat berasal dari iklan, endorsement, donasi, langganan, royalti, penjualan digital, 
dan pembayaran platform luar negeri. Satu individu dapat memiliki banyak sumber pendapatan dengan 
dokumentasi berbeda. 

Tantangan pertama adalah identifikasi dan pencatatan. Kreator mungkin menerima pembayaran dalam 
mata uang asing, barang, jasa, atau manfaat nonkas. Pedoman harus menjelaskan kapan manfaat menjadi 
penghasilan dan bagaimana nilainya ditentukan. Platform dapat menyediakan laporan tahunan yang 
terstandardisasi untuk membantu. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Bagi pekerja gig, klasifikasi sebagai pegawai atau pekerja mandiri memengaruhi pemotongan, biaya yang 
dapat dikurangkan, dan perlindungan sosial. Kebijakan pajak perlu dikoordinasikan dengan ketenagakerjaan 
dan jaminan sosial. Tujuannya bukan memaksakan satu bentuk hubungan, tetapi mencegah arbitrase yang 
merugikan pekerja. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Pekerjaan jarak jauh lintas negara menimbulkan isu domisili dan sumber penghasilan. Seseorang dapat 
tinggal di Indonesia sambil bekerja untuk perusahaan luar negeri, atau sebaliknya. Perjanjian penghindaran 
pajak berganda, aturan hari kehadiran, dan bentuk usaha tetap perlu dipahami oleh individu maupun pemberi 
kerja. Layanan digital harus memberikan panduan yang mudah diakses. 
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Pendekatan kepatuhan bagi kelompok ini sebaiknya ringan dan otomatis. Aplikasi dapat menggabungkan 
laporan platform, rekening, dan pencatatan biaya dengan persetujuan pengguna. Sistem estimasi berkala 
membantu menghindari tagihan besar pada akhir tahun. 

Pembahasan mengenai ekonomi kreator, gig economy, dan pekerjaan jarak jauh perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, ekonomi kreator, gig economy, dan pekerjaan jarak jauh 
melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi ekonomi kreator, gig economy, dan pekerjaan jarak jauh juga menuntut pengelolaan 
ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi 
publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian 
bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-
end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian 
untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan 
sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda ekonomi kreator, gig economy, dan pekerjaan jarak jauh harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

14. Pajak Penghasilan Badan dan Masalah Kehadiran Ekonomi Signifikan 

Pajak penghasilan badan menghadapi tantangan terbesar karena laba digital dapat dipisahkan dari lokasi 
konsumen. Konsep bentuk usaha tetap berbasis kehadiran fisik menjadi kurang memadai bagi model yang 
beroperasi melalui antarmuka digital. Gagasan kehadiran ekonomi signifikan mencoba menghubungkan hak 
pajak dengan pendapatan, pengguna, atau interaksi digital di suatu negara. 

Namun, penerapan unilateral dapat menimbulkan pajak berganda dan konflik. Negara domisili dan 
negara pasar mungkin sama-sama mengklaim hak. Karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkan perlindungan 
basis pajak dengan konsistensi terhadap perjanjian internasional dan proses multilateral. Kebijakan domestik 
dapat menjadi backstop, tetapi koordinasi tetap penting. 
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Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Harga transfer untuk aset tidak berwujud merupakan area berisiko tinggi. Penentuan siapa yang secara 
ekonomi mengembangkan, meningkatkan, memelihara, melindungi, dan mengeksploitasi aset lebih penting 
daripada kepemilikan formal. Aparatur membutuhkan keahlian ekonomi, teknologi, dan valuasi untuk menilai 
struktur kompleks. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Perusahaan digital domestik juga memerlukan kepastian. Insentif bagi investasi teknologi harus 
dievaluasi berdasarkan additionality, bukan sekadar jumlah fasilitas. Reformasi harus mencegah perlombaan 
insentif yang menggerus basis tanpa hasil. Transparansi dan evaluasi berkala menjadi penting. 

Pajak penghasilan badan ke depan akan semakin bergantung pada pelaporan per negara, pertukaran 
informasi, dan analitik grup usaha. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas untuk menggunakan data tersebut 
secara strategis, bukan hanya mengumpulkannya. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Pembahasan mengenai pajak penghasilan badan dan masalah kehadiran ekonomi signifikan perlu 
ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus 
memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang 
telah patuh tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk 
menggeser administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan 
tersebut membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan 
waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar 
keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, pajak penghasilan badan dan masalah kehadiran ekonomi 
signifikan melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, 
dan kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
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rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi pajak penghasilan badan dan masalah kehadiran ekonomi signifikan juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda pajak penghasilan badan dan masalah kehadiran ekonomi signifikan 
harus berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan 
dapat dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

15. Perpajakan Internasional, BEPS, dan Kesepakatan Dua Pilar 

Agenda Base Erosion and Profit Shifting lahir dari kekhawatiran bahwa perusahaan multinasional dapat 
memindahkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Digitalisasi memperbesar masalah karena aset tidak 
berwujud dan fungsi risiko mudah ditempatkan secara kontraktual. Kerangka dua pilar mencoba membagi 
sebagian hak pemajakan kepada negara pasar dan menetapkan pajak minimum global. 

Pilar Satu berfokus pada realokasi sebagian laba residual perusahaan multinasional terbesar kepada 
yurisdiksi pasar. Pilar Dua menetapkan tingkat pajak efektif minimum global untuk mengurangi insentif 
pengalihan laba. Bagi Indonesia, dampaknya bergantung pada struktur investasi, insentif domestik, kapasitas 
administrasi, dan posisi sebagai negara pasar sekaligus negara sumber. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Implementasi aturan pajak minimum membutuhkan data dan koordinasi yang canggih. Perhitungan 
berbasis laporan keuangan, perbedaan standar, dan interaksi antara aturan domestik dan global menambah 
kompleksitas. Pemerintah perlu menilai apakah insentif berbasis tarif masih efektif atau sebaiknya bergeser 
ke dukungan yang lebih langsung seperti infrastruktur, keterampilan, dan riset. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Kerja sama internasional juga mencakup pertukaran informasi otomatis, bantuan penagihan, dan 
penyelesaian sengketa. Indonesia perlu memperkuat mutual agreement procedure agar pajak berganda dapat 
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diselesaikan. Kepercayaan investor bergantung pada kemampuan sistem memberikan kepastian, bukan 
semata tingkat tarif. 

Dalam diplomasi pajak, Indonesia harus aktif menyuarakan kepentingan negara berkembang. Aturan 
global sering dirancang dengan kapasitas administratif tinggi sebagai asumsi. Kesederhanaan, biaya 
implementasi, dan pembagian hak yang adil perlu menjadi bagian dari posisi Indonesia. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Pembahasan mengenai perpajakan internasional, beps, dan kesepakatan dua pilar perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, perpajakan internasional, beps, dan kesepakatan dua pilar 
melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi perpajakan internasional, beps, dan kesepakatan dua pilar juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda perpajakan internasional, beps, dan kesepakatan dua pilar harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 
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16. Analitik Data, Kecerdasan Buatan, dan Pengawasan Berbasis Risiko 

Analitik data dan kecerdasan buatan dapat mengubah pengawasan pajak dari pemeriksaan acak menjadi 
pendekatan berbasis risiko. Sistem dapat mengenali ketidaksesuaian antara laporan, transaksi, aset, dan pola 
industri. Sumber daya pemeriksaan dapat diarahkan pada kasus dengan potensi tertinggi, sementara wajib 
pajak berisiko rendah memperoleh proses yang lebih sederhana. 

Namun, model risiko tidak netral. Ia mencerminkan data historis, pilihan variabel, dan tujuan organisasi. 
Bila data historis mengandung bias, model dapat terus menargetkan kelompok tertentu. Oleh sebab itu, setiap 
model perlu memiliki dokumentasi, validasi, pengujian bias, dan mekanisme pengawasan manusia. 
Keputusan yang berdampak besar tidak boleh bergantung pada skor tanpa penjelasan. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk pelayanan. Chatbot, pencarian regulasi, dan asisten 
pengisian dapat membantu wajib pajak. Generative AI dapat merangkum aturan, tetapi risiko halusinasi harus 
dikendalikan. Informasi resmi perlu memiliki sumber yang dapat diverifikasi dan disclaimer yang jelas. 

Analitik prediktif dapat memperkirakan penerimaan dan dampak kebijakan. Namun, ketidakpastian 
harus dikomunikasikan. Angka proyeksi bukan fakta. Pengambilan kebijakan memerlukan skenario dan 
sensitivitas agar keputusan tidak terlalu percaya pada satu model. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Tata kelola AI dalam administrasi pajak harus mencakup inventaris sistem, klasifikasi risiko, persetujuan 
sebelum penggunaan, pemantauan kinerja, keamanan, serta mekanisme penghentian. Prinsip akhirnya 
adalah AI mendukung keputusan, sedangkan akuntabilitas tetap berada pada pejabat dan institusi. 

Pembahasan mengenai analitik data, kecerdasan buatan, dan pengawasan berbasis risiko perlu 
ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus 
memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang 
telah patuh tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk 
menggeser administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan 
tersebut membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan 
waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar 
keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, analitik data, kecerdasan buatan, dan pengawasan berbasis 
risiko melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
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dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi analitik data, kecerdasan buatan, dan pengawasan berbasis risiko juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda analitik data, kecerdasan buatan, dan pengawasan berbasis risiko harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

17. Perlindungan Data, Keamanan Siber, dan Etika Administrasi Digital 

Administrasi pajak mengelola data yang sangat sensitif: pendapatan, aset, transaksi, hubungan bisnis, 
dan identitas. Transformasi digital meningkatkan konsentrasi data dan memperluas permukaan serangan. 
Keamanan siber bukan fungsi teknis tambahan, melainkan bagian dari legitimasi sistem pajak. 

Strategi keamanan harus menggunakan prinsip defense in depth: autentikasi kuat, enkripsi, segmentasi 
jaringan, pemantauan, pengujian penetrasi, dan respons insiden. Akses pegawai harus mengikuti prinsip least 
privilege. Setiap akses terhadap data sensitif perlu dicatat dan dapat diaudit. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Ketahanan juga penting. Sistem harus memiliki cadangan, pemulihan bencana, dan mekanisme layanan 
saat terjadi gangguan. Serangan siber atau kegagalan infrastruktur tidak boleh menghentikan seluruh fungsi. 
Simulasi insiden dan latihan lintas instansi perlu dilakukan secara berkala. 

Privasi menuntut minimisasi data. Otoritas sebaiknya mengumpulkan hanya data yang diperlukan dan 
menyimpannya sesuai periode yang sah. Data untuk analitik dapat dipseudonimkan. Penggunaan sekunder 
harus melalui penilaian dampak dan dasar hukum. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 
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Etika administrasi digital juga mencakup transparansi. Wajib pajak perlu mengetahui kategori data yang 
digunakan, alasan permintaan informasi, dan cara memperbaiki kesalahan. Kerahasiaan pajak harus 
dipertahankan sebagai nilai institusional, bukan sekadar ketentuan formal. 

Pembahasan mengenai perlindungan data, keamanan siber, dan etika administrasi digital perlu 
ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus 
memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang 
telah patuh tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk 
menggeser administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan 
tersebut membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan 
waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar 
keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, perlindungan data, keamanan siber, dan etika administrasi 
digital melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi perlindungan data, keamanan siber, dan etika administrasi digital juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda perlindungan data, keamanan siber, dan etika administrasi digital harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

18. Hak Wajib Pajak, Transparansi, dan Mekanisme Keberatan 

Hak wajib pajak harus berkembang seiring peningkatan kapasitas digital negara. Hak tersebut mencakup 
informasi, pelayanan, kerahasiaan, perlakuan adil, koreksi data, penjelasan keputusan, keberatan, dan 
banding. Sistem digital seharusnya mempermudah pelaksanaan hak, bukan hanya mempermudah penagihan 
kewajiban. 

Notifikasi otomatis harus menggunakan bahasa yang jelas dan menjelaskan dasar masalah. Wajib pajak 
perlu memperoleh akses ke data yang menjadi dasar koreksi, sejauh tidak melanggar kerahasiaan pihak lain. 
Tombol untuk meminta peninjauan manusia penting ketika keputusan dihasilkan atau disaring oleh algoritma. 
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Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Mekanisme keberatan perlu terintegrasi dengan sistem inti, tetapi tetap memiliki independensi 
fungsional. Rekam jejak digital dapat mempercepat penyelesaian, asalkan dokumen dan komunikasi dapat 
diakses. Statistik waktu penyelesaian dan hasil sengketa dapat dipublikasikan secara agregat untuk 
meningkatkan akuntabilitas. 

Transparansi regulasi juga penting. Perubahan sistem yang memengaruhi kewajiban harus diumumkan 
dengan waktu cukup. Dokumentasi teknis, FAQ, dan contoh harus konsisten. Ketika terdapat gangguan, 
pemerintah perlu menyampaikan fakta dan langkah koreksi secara terbuka. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Ombudsman atau mekanisme pengaduan khusus dapat membantu kasus yang tidak terselesaikan 
melalui layanan biasa. Reformasi yang adil tidak hanya mengurangi penghindaran, tetapi juga mengurangi 
kesalahan administrasi yang merugikan wajib pajak. 

Pembahasan mengenai hak wajib pajak, transparansi, dan mekanisme keberatan perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, hak wajib pajak, transparansi, dan mekanisme keberatan 
melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi hak wajib pajak, transparansi, dan mekanisme keberatan juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
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dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda hak wajib pajak, transparansi, dan mekanisme keberatan harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

19. Reformasi Organisasi dan Kompetensi Aparatur Pajak 

Teknologi mengubah kompetensi yang dibutuhkan aparatur pajak. Selain pengetahuan hukum dan 
akuntansi, pegawai memerlukan literasi data, pemahaman model bisnis digital, keamanan informasi, 
komunikasi, dan manajemen risiko. Pemeriksa pajak digital harus mampu membaca arsitektur transaksi dan 
memahami aset tidak berwujud. 

Organisasi juga perlu mengubah struktur kerja. Tim lintas fungsi yang menggabungkan ahli pajak, data 
scientist, insinyur sistem, ekonom, dan ahli hukum dapat menangani kasus kompleks lebih baik daripada silo. 
Pusat keunggulan dapat mengembangkan metodologi dan mendukung unit lapangan. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Pelatihan harus berbasis pekerjaan nyata. E-learning membantu skala, tetapi perlu dilengkapi simulasi, 
mentoring, dan komunitas praktik. Kompetensi harus diukur melalui kemampuan menerapkan, bukan hanya 
menyelesaikan modul. Rotasi dan sertifikasi dapat membantu. 

Manajemen kinerja perlu diseimbangkan. Target penerimaan penting, tetapi apabila menjadi satu-
satunya ukuran dapat mendorong perilaku jangka pendek. Indikator layanan, kualitas keputusan, 
penyelesaian sengketa, integritas, dan pembelajaran harus masuk dalam evaluasi. 

Reformasi budaya menuntut kepemimpinan yang terbuka terhadap umpan balik. Pegawai yang 
berhadapan langsung dengan pengguna sering mengetahui masalah lebih awal. Kanal perbaikan internal dan 
perlindungan bagi pelapor kesalahan membantu organisasi belajar. 

Pembahasan mengenai reformasi organisasi dan kompetensi aparatur pajak perlu ditempatkan dalam 
konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 
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Dari sudut pandang pemangku kepentingan, reformasi organisasi dan kompetensi aparatur pajak 
melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi reformasi organisasi dan kompetensi aparatur pajak juga menuntut pengelolaan 
ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi 
publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian 
bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-
end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian 
untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan 
sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda reformasi organisasi dan kompetensi aparatur pajak harus berkontribusi 
pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat dipahami, 
proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang 
tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu 
membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui 
layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi 
berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

20. Cooperative Compliance dan Hubungan Baru Negara-Wajib Pajak 

Cooperative compliance menawarkan hubungan yang lebih transparan antara otoritas dan wajib pajak, 
terutama perusahaan besar. Wajib pajak memberikan informasi mengenai risiko pajak secara terbuka, 
sedangkan otoritas memberikan kepastian lebih awal. Tujuannya adalah mencegah sengketa, bukan 
menegosiasikan pajak secara istimewa. 

Pendekatan ini memerlukan trust but verify. Transparansi perusahaan harus diimbangi tata kelola pajak 
yang baik, kontrol internal, dan audit. Otoritas tetap harus mempertahankan independensi dan perlakuan 
setara. Kriteria partisipasi, manfaat, dan pengawasan perlu dipublikasikan. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Untuk wajib pajak menengah dan kecil, prinsip kooperatif dapat diterapkan melalui layanan segmentasi, 
pengingat, dan kesempatan memperbaiki sebelum sanksi. Compliance by design lebih efektif daripada 
mengandalkan pemeriksaan setelah pelanggaran. 

Tax control framework di perusahaan dapat menjadi titik temu. Direksi bertanggung jawab atas risiko 
pajak, proses terdokumentasi, dan data dapat diandalkan. Otoritas dapat menilai kualitas kerangka, bukan 
memeriksa setiap transaksi. 
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Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Keberhasilan cooperative compliance bergantung pada profesionalisme kedua pihak. Konsultan, 
asosiasi, dan auditor juga berperan dalam membangun standar perilaku. 

Pembahasan mengenai cooperative compliance dan hubungan baru negara-wajib pajak perlu 
ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus 
memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang 
telah patuh tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk 
menggeser administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan 
tersebut membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan 
waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar 
keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, cooperative compliance dan hubungan baru negara-wajib 
pajak melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi cooperative compliance dan hubungan baru negara-wajib pajak juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda cooperative compliance dan hubungan baru negara-wajib pajak harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

21. Mengukur Keberhasilan Reformasi 

Keberhasilan reformasi harus diukur secara multidimensional. Tax ratio penting, tetapi dipengaruhi 
siklus ekonomi, harga komoditas, dan kebijakan tarif. Karena itu, indikator administrasi diperlukan untuk 
membedakan tambahan penerimaan akibat pertumbuhan ekonomi dan akibat peningkatan kepatuhan. 
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Indikator pelayanan mencakup waktu registrasi, keberhasilan pelaporan, durasi restitusi, penyelesaian 
pengaduan, dan kepuasan pengguna. Indikator kualitas data mencakup tingkat duplikasi, error matching, dan 
ketepatan pemutakhiran. Indikator integritas mencakup insiden akses tidak sah dan tindak lanjut. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Biaya kepatuhan perlu diukur melalui survei waktu dan biaya. Sistem dapat meningkatkan penerimaan 
tetapi tetap gagal apabila membebani jutaan usaha dengan prosedur yang tidak perlu. Analisis distribusi juga 
penting: siapa yang menanggung beban dan siapa yang memperoleh manfaat. 

Evaluasi kebijakan harus menggunakan pilot dan quasi-experiment bila memungkinkan. Perubahan 
dapat diterapkan bertahap dan dibandingkan. Data hasil evaluasi sebaiknya dipublikasikan agar akademisi 
dan masyarakat dapat menilai. 

Dashboard reformasi publik dapat memperkuat akuntabilitas. Namun, indikator harus disajikan bersama 
konteks agar tidak mendorong gaming. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Pembahasan mengenai mengukur keberhasilan reformasi perlu ditempatkan dalam konteks kapasitas 
fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan tidak cukup 
dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki kualitas basis data, 
mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh tidak menanggung 
beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser administrasi dari 
pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut membutuhkan indikator 
yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu pembayaran, dan sekadar 
perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan reformasi tidak dinilai 
hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, mengukur keberhasilan reformasi melibatkan kepentingan 
yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan kesederhanaan administrasi; 
pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; masyarakat mengharapkan 
perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. Reformasi perlu menyediakan 
forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan dibuat. Konsultasi awal 
memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari rancangan hukum. Pada 
saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan menghindari regulatory capture 
oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi mengukur keberhasilan reformasi juga menuntut pengelolaan ketergantungan. 
Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi publik harus 
berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian bagi jutaan 
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transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-end, pemilik 
risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian untuk mengenali 
pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan sebagai sumber 
informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda mengukur keberhasilan reformasi harus berkontribusi pada kontrak 
sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat dipahami, proses dapat 
diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang tidak perlu dapat 
menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu membayar perantara. 
Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui layanan mandiri yang 
sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai 
sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

22. Risiko Implementasi dan Pelajaran Manajemen Perubahan 

Transformasi besar menghadapi risiko teknis, operasional, hukum, dan sosial. Risiko teknis meliputi bug, 
integrasi gagal, kapasitas tidak cukup, dan keamanan. Risiko operasional meliputi ketidaksiapan pegawai, 
pusat bantuan, dan prosedur fallback. Risiko hukum muncul ketika sistem tidak sesuai aturan atau aturan 
berubah lebih cepat daripada konfigurasi. 

Manajemen perubahan harus dimulai sebelum peluncuran. Pemetaan pemangku kepentingan, 
komunikasi, pengujian pengguna, dan pelatihan perlu dilakukan berulang. Big bang implementation 
meningkatkan risiko; peluncuran bertahap memungkinkan pembelajaran. Namun, sistem pajak sering 
memiliki ketergantungan yang membuat transisi kompleks, sehingga keputusan harus berdasarkan analisis 
risiko. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Gangguan tidak selalu dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat dikelola. Pemerintah perlu memiliki 
incident command structure, prioritas layanan kritis, dan komunikasi real-time. Kebijakan sanksi harus 
mempertimbangkan gangguan sistem. 

Risiko reputasi sangat besar karena pajak menyentuh hampir semua warga. Komunikasi defensif dapat 
memperburuk kepercayaan. Transparansi tentang masalah dan rencana perbaikan lebih efektif daripada 
menyangkal pengalaman pengguna. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Pelajaran utama adalah bahwa reformasi merupakan kemampuan organisasi untuk belajar. Post-
implementation review harus menghasilkan perubahan proses, bukan hanya laporan. 

Pembahasan mengenai risiko implementasi dan pelajaran manajemen perubahan perlu ditempatkan 
dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan 
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penerimaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki 
kualitas basis data, mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh 
tidak menanggung beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser 
administrasi dari pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut 
membutuhkan indikator yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu 
pembayaran, dan sekadar perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan 
reformasi tidak dinilai hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, risiko implementasi dan pelajaran manajemen perubahan 
melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan 
kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; 
masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. 
Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan 
dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari 
rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan 
menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi risiko implementasi dan pelajaran manajemen perubahan juga menuntut 
pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, 
dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan 
ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, 
pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus 
dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang 
memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda risiko implementasi dan pelajaran manajemen perubahan harus 
berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat 
dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, 
kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka 
yang mampu membayar perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap 
kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan 
demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

23. Skenario Reformasi Perpajakan Indonesia 2030 

Menjelang 2030, terdapat beberapa skenario. Dalam skenario progresif, Coretax stabil, data terintegrasi, 
pelaporan semakin otomatis, dan analitik risiko akurat. Wajib pajak kecil memperoleh layanan sederhana, 
sedangkan pengawasan fokus pada risiko tinggi. Tax gap menurun dan kepercayaan meningkat. 

Dalam skenario teknokratis, teknologi maju tetapi pengalaman pengguna dan tata kelola tertinggal. 
Sistem menghasilkan banyak data dan notifikasi, namun koreksi sulit. Penerimaan mungkin meningkat 
sementara sengketa dan ketidakpuasan tumbuh. Ini adalah risiko ketika reformasi dinilai dari fitur, bukan hasil. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 
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Dalam skenario fragmentasi, regulasi digital berkembang sektoral tanpa arsitektur bersama. 
Marketplace, fintech, kripto, dan ekonomi kreator memiliki mekanisme berbeda yang membebani pelaku. Data 
tidak interoperabel, dan peluang arbitrase meningkat. 

Skenario paling buruk adalah hilangnya kepercayaan akibat insiden data, keputusan otomatis yang tidak 
adil, atau gangguan berkepanjangan. Dalam situasi itu, kepatuhan sukarela menurun dan biaya penegakan 
meningkat. 

Kepercayaan merupakan aset fiskal yang tidak terlihat. Ketika wajib pajak percaya bahwa sistem akurat, 
data aman, dan keberatan ditangani secara adil, kepatuhan sukarela meningkat. Sebaliknya, pengalaman 
buruk menyebar cepat melalui media sosial dan dapat merusak legitimasi. Setiap interaksi digital, mulai dari 
pesan kesalahan sampai penyelesaian restitusi, ikut membentuk persepsi terhadap negara. 

Pilihan skenario bergantung pada keputusan saat ini. Investasi pada tata kelola, keterampilan, layanan, 
dan evaluasi akan menentukan apakah teknologi menjadi alat penguatan institusi atau sumber kompleksitas 
baru. 

Pembahasan mengenai skenario reformasi perpajakan indonesia 2030 perlu ditempatkan dalam konteks 
kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan tidak 
cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki kualitas basis data, 
mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh tidak menanggung 
beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser administrasi dari 
pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut membutuhkan indikator 
yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu pembayaran, dan sekadar 
perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan reformasi tidak dinilai 
hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, skenario reformasi perpajakan indonesia 2030 melibatkan 
kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan kesederhanaan 
administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; masyarakat 
mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. Reformasi perlu 
menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan dibuat. Konsultasi 
awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari rancangan hukum. 
Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan menghindari regulatory 
capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi skenario reformasi perpajakan indonesia 2030 juga menuntut pengelolaan 
ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi 
publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian 
bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-
end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian 
untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan 
sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda skenario reformasi perpajakan indonesia 2030 harus berkontribusi pada 
kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat dipahami, proses 
dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang tidak perlu 
dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu membayar 
perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui layanan 
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mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi berfungsi 
sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

24. Agenda Kebijakan dan Rekomendasi Strategis 

Pertama, pemerintah perlu menyusun arsitektur reformasi terpadu yang menghubungkan kebijakan, 
proses, data, teknologi, dan organisasi. Setiap regulasi baru harus dinilai dampaknya terhadap sistem, wajib 
pajak, dan pihak ketiga. Regulatory impact assessment perlu menjadi kebiasaan. 

Kedua, desain layanan harus menggunakan prinsip digital by default but not digital only. Kanal digital 
menjadi utama, tetapi bantuan manusia dan alternatif tetap tersedia bagi kelompok rentan. Aksesibilitas, 
bahasa sederhana, dan dukungan daerah perlu diperkuat. 

Dari perspektif manajemen, persoalan utama adalah alignment. Strategi fiskal harus diterjemahkan 
menjadi proses, struktur, kompetensi, teknologi, dan indikator. Ketidaksinkronan pada satu unsur dapat 
menggagalkan keseluruhan. Sistem yang baik tidak berguna apabila prosedur lama tetap dominan; data yang 
lengkap tidak bermanfaat apabila pegawai tidak memiliki kemampuan analisis; dan kebijakan yang adil tidak 
efektif apabila komunikasi membingungkan. Reformasi harus dikelola sebagai portofolio perubahan yang 
saling bergantung. 

Ketiga, kualitas data dan perlindungan privasi harus menjadi program strategis. Pemerintah perlu 
menetapkan data ownership, standar, audit akses, dan mekanisme koreksi. Penilaian dampak perlindungan 
data dilakukan untuk analitik berisiko tinggi. 

Dimensi keadilan harus diuji tidak hanya secara formal tetapi juga substantif. Aturan yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda karena kapasitas pelaku tidak sama. Perusahaan besar dapat membangun 
integrasi sistem dan menggunakan penasihat, sedangkan pelaku mikro mengandalkan telepon genggam dan 
pencatatan sederhana. Oleh sebab itu, penyederhanaan, ambang batas, bantuan, serta mekanisme koreksi 
merupakan bagian dari keadilan, bukan dispensasi semata. 

Keempat, kebijakan platform dan UMKM harus proporsional. Pemungutan oleh pihak ketiga dapat 
diperluas dengan ambang batas, safe harbour, bukti pungut otomatis, dan koreksi mudah. Data yang sama 
tidak boleh diminta berulang. 

Kelima, tata kelola AI harus ditetapkan sebelum penggunaannya meluas. Model risiko diaudit, bias diuji, 
dan keputusan signifikan dapat ditinjau manusia. Penggunaan generative AI untuk layanan harus merujuk 
sumber resmi. 

Dalam menilai pilihan kebijakan, pemerintah perlu membedakan tujuan penerimaan, tujuan redistribusi, 
tujuan koreksi perilaku, dan tujuan administrasi. Satu instrumen tidak selalu mampu mencapai semuanya. 
Pemungutan pada platform mungkin efektif secara administratif, tetapi dampak distribusinya perlu diuji. 
Insentif mungkin mendorong investasi, tetapi dapat mengurangi penerimaan tanpa tambahan kegiatan 
ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan harus dilengkapi teori perubahan yang menjelaskan hubungan antara 
instrumen, perilaku pelaku, dan hasil yang diharapkan. 

Keenam, kapasitas perpajakan internasional perlu ditingkatkan. Indonesia harus memperkuat harga 
transfer, mutual agreement procedure, pertukaran informasi, dan partisipasi dalam perumusan standar 
global. 

Ketujuh, reformasi organisasi harus mengubah insentif. Kinerja tidak hanya dinilai dari penerimaan, 
tetapi juga kualitas layanan, integritas, dan penyelesaian sengketa. Tim lintas disiplin dan pusat keunggulan 
digital perlu dibangun. 
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Kedelapan, pemerintah perlu menerbitkan dashboard reformasi dan evaluasi independen. Transparansi 
kemajuan dan masalah memperkuat kepercayaan. Perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam penelitian tax gap, 
biaya kepatuhan, dan dampak distribusi. 

Kesembilan, pendidikan pajak harus diintegrasikan dengan literasi digital dan keuangan. Kepatuhan 
tumbuh ketika warga memahami tujuan pajak, hak, dan proses. Komunikasi sebaiknya berbasis kehidupan 
nyata, bukan bahasa peraturan semata. 

Kesepuluh, kebijakan harus menjaga ruang inovasi. Sandbox dan konsultasi awal membantu pemerintah 
memahami model baru. Pajak seharusnya netral dan adaptif, bukan menentukan teknologi mana yang 
menang. 

Pembahasan mengenai agenda kebijakan dan rekomendasi strategis perlu ditempatkan dalam konteks 
kapasitas fiskal Indonesia yang masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan tidak 
cukup dilakukan melalui penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki kualitas basis data, 
mengurangi ruang ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh tidak menanggung 
beban berulang. Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser administrasi dari 
pengumpulan dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut membutuhkan indikator 
yang dapat membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu pembayaran, dan sekadar 
perpindahan penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan reformasi tidak dinilai 
hanya dari angka penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, agenda kebijakan dan rekomendasi strategis melibatkan 
kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan kesederhanaan 
administrasi; pelaku usaha mencari kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; masyarakat 
mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan penggunaan pajak yang bertanggung jawab. Reformasi perlu 
menyediakan forum konsultasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi setelah keputusan dibuat. Konsultasi 
awal memungkinkan pemerintah mengetahui konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari rancangan hukum. 
Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap harus menjaga kepentingan umum dan menghindari regulatory 
capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi agenda kebijakan dan rekomendasi strategis juga menuntut pengelolaan 
ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi 
publik harus berubah secara sinkron. Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian 
bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-
end, pemilik risiko, serta rencana pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian 
untuk mengenali pola kegagalan, bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan 
sebagai sumber informasi untuk memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda agenda kebijakan dan rekomendasi strategis harus berkontribusi pada 
kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat dipahami, proses 
dapat diselesaikan, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang tidak perlu 
dapat menumbuhkan persepsi bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu membayar 
perantara. Reformasi digital seharusnya mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui layanan 
mandiri yang sederhana, bantuan yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi berfungsi 
sebagai sarana pemerataan kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 
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25. Penutup 

Reformasi perpajakan Indonesia di era ekonomi digital adalah proyek pembangunan institusi. 
Tantangannya bukan hanya mengenakan pajak pada transaksi baru, tetapi membangun sistem yang mampu 
mengenali nilai ekonomi dalam bentuk yang semakin tidak berwujud dan lintas batas. Sistem itu harus kuat 
dalam data dan teknologi, tetapi juga adil, transparan, dan mudah digunakan. 

Coretax, PPN PMSE, pemungutan melalui platform, dan pengaturan sektor digital merupakan bagian dari 
perjalanan tersebut. Keberhasilan jangka panjang akan ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan 
kebijakan dengan administrasi, mengelola transisi, melindungi data, dan mengembangkan kompetensi 
aparatur. Reformasi tidak boleh berhenti pada peluncuran sistem atau penerbitan regulasi. 

Negara membutuhkan penerimaan yang memadai untuk membiayai pembangunan. Pelaku usaha 
membutuhkan kepastian dan biaya kepatuhan yang wajar. Warga membutuhkan perlindungan hak dan 
keyakinan bahwa pajak dipungut secara adil. Ketiga kebutuhan ini tidak harus saling meniadakan. Desain yang 
baik dapat memperluas basis sekaligus menyederhanakan kepatuhan. 

Pada akhirnya, perpajakan adalah kontrak sosial. Teknologi dapat membuat kontrak itu lebih terlihat, 
cepat, dan terukur, tetapi tidak dapat menggantikan legitimasi. Legitimasi lahir dari keadilan, pelayanan, 
akuntabilitas, dan penggunaan pajak untuk kepentingan publik. Reformasi digital yang berhasil adalah 
reformasi yang memperkuat keempatnya. 

Pembahasan mengenai penutup perlu ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Indonesia yang 
masih harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan tidak cukup dilakukan melalui 
penambahan kewajiban formal. Pemerintah harus memperbaiki kualitas basis data, mengurangi ruang 
ketidakpatuhan, dan memastikan bahwa wajib pajak yang telah patuh tidak menanggung beban berulang. 
Dalam konteks ini, digitalisasi memberikan peluang untuk menggeser administrasi dari pengumpulan 
dokumen menuju verifikasi berbasis data. Namun, perubahan tersebut membutuhkan indikator yang dapat 
membedakan antara peningkatan kepatuhan riil, perubahan waktu pembayaran, dan sekadar perpindahan 
penerimaan antarpos. Analisis yang disiplin penting agar keberhasilan reformasi tidak dinilai hanya dari angka 
penerimaan jangka pendek. 

Dari sudut pandang pemangku kepentingan, penutup melibatkan kepentingan yang tidak selalu sejalan. 
Pemerintah mengejar penerimaan, pengawasan, dan kesederhanaan administrasi; pelaku usaha mencari 
kepastian, biaya yang rendah, dan fleksibilitas; masyarakat mengharapkan perlindungan data, keadilan, dan 
penggunaan pajak yang bertanggung jawab. Reformasi perlu menyediakan forum konsultasi yang bermakna, 
bukan hanya sosialisasi setelah keputusan dibuat. Konsultasi awal memungkinkan pemerintah mengetahui 
konsekuensi teknis yang tidak terlihat dari rancangan hukum. Pada saat yang sama, keputusan akhir tetap 
harus menjaga kepentingan umum dan menghindari regulatory capture oleh kelompok yang paling kuat. 

Aspek implementasi penutup juga menuntut pengelolaan ketergantungan. Peraturan, formulir, sistem, 
prosedur kerja, materi pelatihan, pusat bantuan, dan komunikasi publik harus berubah secara sinkron. 
Keterlambatan pada satu bagian dapat menyebabkan ketidakpastian bagi jutaan transaksi. Oleh sebab itu, 
setiap perubahan perlu memiliki readiness criteria, pengujian end-to-end, pemilik risiko, serta rencana 
pemulihan. Setelah peluncuran, data operasional harus dipantau harian untuk mengenali pola kegagalan, 
bukan hanya jumlah tiket. Organisasi yang matang memperlakukan keluhan sebagai sumber informasi untuk 
memperbaiki desain. 

Dalam jangka panjang, agenda penutup harus berkontribusi pada kontrak sosial perpajakan. Wajib pajak 
cenderung menerima kewajiban ketika aturan dapat dipahami, proses dapat diselesaikan, dan keputusan 
dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kompleksitas yang tidak perlu dapat menumbuhkan persepsi 
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bahwa kepatuhan hanya mungkin bagi mereka yang mampu membayar perantara. Reformasi digital 
seharusnya mendemokratisasi akses terhadap kepatuhan melalui layanan mandiri yang sederhana, bantuan 
yang tepat, dan kesempatan koreksi. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana pemerataan 
kapasitas, bukan sumber kesenjangan baru. 

Ilustrasi Kasus: Transformasi Kepatuhan Pedagang Digital 

Bayangkan seorang pedagang makanan olahan di Bogor yang memulai usaha melalui marketplace. Pada 
tahun pertama, transaksi kecil dan pencatatan bercampur dengan keuangan rumah tangga. Ketika omzet 
meningkat, platform mulai menyediakan ringkasan penjualan dan bukti potong. Sistem pajak yang buruk akan 
meminta pedagang menyalin kembali seluruh transaksi, memahami banyak kode, dan menghadapi sanksi 
ketika terjadi kesalahan teknis. Sistem yang baik menggunakan data platform untuk mengisi sebagian 
informasi, menjelaskan kewajiban secara bertahap, serta menyediakan jalur koreksi. 

Bagi pemerintah, kasus ini menunjukkan bahwa data pihak ketiga dapat meningkatkan kepatuhan. 
Namun, data harus memahami konteks: transaksi dibatalkan, voucher ditanggung platform, ongkos kirim 
bukan seluruhnya pendapatan pedagang, dan retur memengaruhi omzet. Penggunaan angka bruto tanpa 
rekonsiliasi dapat menghasilkan pajak yang tidak mencerminkan realitas usaha. 

Bagi marketplace, kewajiban pemungutan berarti perubahan sistem pembayaran, identitas, laporan, dan 
layanan. Implementasi memerlukan spesifikasi teknis yang stabil dan masa uji. Bagi pedagang, bukti pungut 
harus mudah ditemukan dan dapat digunakan dalam pelaporan. Bagi DJP, mekanisme harus menghindari 
duplikasi dengan laporan lain. 

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa reformasi perpajakan digital adalah desain ekosistem. 
Keberhasilan tidak dapat dicapai oleh satu lembaga. Platform, bank, penyedia pembayaran, asosiasi, 
konsultan, dan lembaga pendidikan perlu terlibat dalam pembelajaran dan penyempurnaan. 

Kerangka Evaluasi Reformasi Perpajakan Digital 

Dimensi Pertanyaan Kunci Indikator Contoh Risiko Utama 
Kebijakan Apakah objek, subjek, 

dan hak pemajakan 
jelas? 

Tax gap, sengketa, 
netralitas 

Pajak berganda, 
arbitrase 

Layanan Apakah proses mudah 
dan dapat diakses? 

Waktu layanan, tingkat 
keberhasilan 

Biaya kepatuhan tinggi 

Data Apakah data akurat, 
terintegrasi, dan dapat 
dikoreksi? 

Error matching, 
duplikasi 

Keputusan salah 

Teknologi Apakah sistem aman, 
stabil, dan 
interoperabel? 

Uptime, insiden, waktu 
pemulihan 

Gangguan dan 
kebocoran 

Keadilan Bagaimana dampaknya 
pada kelompok 
berbeda? 

Beban menurut skala 
usaha 

Beban regresif 

Organisasi Apakah kompetensi dan 
insentif selaras? 

Kualitas keputusan, 
pelatihan 

Silo dan resistensi 

Kepercayaan Apakah hak dan 
transparansi 
terlindungi? 

Kepuasan, pengaduan, 
sengketa 

Turunnya kepatuhan 
sukarela 
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Glosarium 

Administrasi berbasis risiko: Pendekatan yang mengalokasikan sumber daya pengawasan berdasarkan 
tingkat risiko ketidakpatuhan. 

Application Programming Interface (API): Antarmuka yang memungkinkan pertukaran data dan fungsi 
antar-sistem secara terstandardisasi. 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Strategi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba antar-
yurisdiksi. 

Bentuk Usaha Tetap: Kehadiran usaha yang memenuhi kriteria untuk menimbulkan hak pemajakan di suatu 
yurisdiksi. 

Compliance by design: Penanaman mekanisme kepatuhan ke dalam proses transaksi dan sistem. 

Cooperative compliance: Pendekatan transparan dan kooperatif untuk mengelola risiko pajak secara lebih 
awal. 

Coretax: Sistem inti administrasi perpajakan DJP yang mengintegrasikan proses layanan dan pengawasan. 

Data governance: Kerangka tanggung jawab, standar, kualitas, akses, dan penggunaan data. 

Digital by default: Prinsip menjadikan kanal digital sebagai pilihan utama, tanpa menutup alternatif bagi 
yang membutuhkan. 

Ekonomi kreator: Aktivitas ekonomi individu yang memonetisasi konten, komunitas, pengaruh, atau karya 
digital. 

Gig economy: Pasar kerja berbasis tugas atau proyek, sering dimediasi platform. 

Kehadiran ekonomi signifikan: Konsep nexus pajak berdasarkan interaksi ekonomi dengan pasar, meski 
kehadiran fisik terbatas. 

Marketplace: Platform yang mempertemukan penjual dan pembeli serta dapat memfasilitasi pembayaran 
dan logistik. 

Pajak minimum global: Kerangka yang bertujuan memastikan kelompok perusahaan besar membayar 
tingkat pajak efektif minimum. 

Pajak Pertambahan Nilai PMSE: PPN atas pemanfaatan barang atau jasa digital melalui perdagangan 
elektronik. 

Prepopulated return: SPT yang sebagian informasinya telah diisi dari data yang tersedia. 

Purpose limitation: Prinsip bahwa data hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan telah ditentukan. 

Regulatory sandbox: Lingkungan pengujian terbatas untuk inovasi di bawah pengawasan regulator. 

Single source of truth: Sumber data utama yang menjadi rujukan konsisten bagi suatu informasi. 

Tax control framework: Sistem pengendalian internal perusahaan untuk mengelola risiko dan kepatuhan 
pajak. 

Tax gap: Selisih antara pajak yang seharusnya terutang dan yang benar-benar dibayar. 

Tokenisasi: Representasi hak atau aset dalam bentuk token digital. 

Two-Pillar Solution: Kerangka OECD/G20 yang mencakup realokasi hak pemajakan dan pajak minimum 
global. 
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